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Pengertian Gratifikasi

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik



Bentuk Gratifikasi

• Gratifikasi yang dianggap suap (Perlu Dilaporkan)

• Gratifikasi dalam Kedinasan (Tidak Dianggap Suap)

• Gratifikasi diluar kedinasan (Tidak Perlu Dilaporkan)



• SOSIAL

• TRADISI

• KEKELUARGAAN

• AGAMA

DIBOLEHKAN

DILARANG

GRATIFIKASI

GRATIFIKASI yg dianggap SUAPGRATIFIKASI yg tdk dianggap SUAP
• Pemberian
• PNS/Penyelenggara Negara
• Berhubungan Jabatannya
• Berlawanan dgn Kewajiban dan

Tugasnya

• Pemberian
• PNS/Penyelenggara Negara
• Berhubungan Jabatannya
• Tdk Berlawanan dgn Kewajiban

dan Tugasnya



GRATIFIKASI SUAP

Penerima Belum ada niat jahat saat
menerima (Dinilai Kejahatan jika tdk
dilaporkan dlm jangka waktu 30 hari kerja)

Penerima telah mempunyai niat jahat pada
saat menerima

Tidak terjadi kesepakatan (harapan) Terjadi kesepakatan

Bukan janji Janji

Diberi sebagai penghargaan atas
dilakukannya suatu tindakan resmi

Diberi dengan maksud untuk mempengaruhi
suatu tindakan resmi

Gratifikasi dianggap Suap jika Berhubungan dengan Jabatannya
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya



Contoh Gratifikasi yang dianggap suap

• PEMBERIAN PINJAMAN BARANG DARI 
REKANAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI 
NEGERI SECARA CUMA-CUMA

• PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH 
REKANAN KEPADA PENYELENGGARA 
NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI ATAU 
KELUARGANYA UNTUK KEPERLUAN 
DINAS/PRIBADI SECARA CUMA-CUMA



Contoh Gratifiksi
Dalam Kedinasan (Tidak dianggap Suap)

• Penerimaan dari pihak lain berupa
cinderamata dalam kegiatan resmi
kedinasan seperti rapat, seminar, 
workshop, konferensi, pelatihan atau
kegiatan lain sejenis

• Penerimaan dari pihak lain berupa
kompensasi yang diterima terkait
kegiatan kedinasan, seperti
honorarium, transportasi, akomodasi
dan pembiayaan lainnya



Gratifikasi diluar Kedinasan (Tidak Wajib
dilaporkan dengan batasan) meliputi

• pemberian karena hubungan keluarga, yaitu
kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, 
anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, 
kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan
sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan

• hadiah dalam bentuk uang, jasa, atau barang
yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta
pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, 
khitanan, dan potong gigi, atau upacara
adat/agama lainnya dengan batasan nilai
keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah) per pemberian per orang;



• pemberian terkait dengan musibah atau
bencana yang dialami oleh Pegawai atau
bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara 
dengan batasan nilai keseluruhan paling 
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
per pemberian per orang

• pemberian sesama Pegawai dalam rangka
pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, 
dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk
uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) per pemberian per 
orang dengan total pemberian
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 
(satu) tahun dari pemberi yang sama



• hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah
hasil undian, diskon/rabat, voucher, point 
rewards, souvenir, atau hadiah lainnya
yang berlaku umum

• hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah
hasil undian, diskon/rabat, voucher, point 
rewards, souvenir, atau hadiah lainnya
yang berlaku umum

• hidangan atau sajian yang berlaku umum

• prestasi akademis atau non akademis yang 
diikuti dengan menggunakan biaya sendiri
seperti kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi



• keuntungan atau bunga dari
penempatan dana, investasi,atau
kepemilikan saham pribadi yang 
berlaku umum; dan/atau

• kompensasi atau penghasilan atas
profesi diluar kedinasan yang tidak
terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi dari Pegawai dan telah
mendapatkan ijin tertulis dari atasan
langsung atau pihak lain yang 
berwenang yang tidak memiliki konflik
kepentingan dan tidak melanggar
aturan internal instansi Pegawai



HANYA 30 HARI KERJA

Silahkan Terima...!! Tapi…

Lebih 30 Hari Tdk Lapor = Gratifikasi/Pidana

• HANYA 7 HARI KERJA

• UNTUK SELANJUTNYA AKAN 
DILAPORKAN KE KPK



Gratifikasi dapat diterima dalam keadaan tertentu :

• Gratiifkasi tidak dierima secara langsung

• Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi

• Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi

• Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak
seperti dapat mengakibatkan rusaknyya hubungan
baik institusi ,membahayakan diri sendiri/karir
penerima/ada ancaman lain.



Jika Gratiifkasi berupa barang yang mudah busuk atau
rusak dalam batasan kewajaran dapat dilakukan :

• Disalurkan ke Panti Asuhan

• Disalurkan di panti Jompo

• Disalurkan ke Tempat Penyaluran Bantuan Sosial

Dilaporkan : disertai dengan penelasan Taksiran harga
dan Dokumentasi penyerahannya.



Terhadap barang gratifikasi yang direkomendasikan
untuk dikelola instansi dapat dilakukan : 

• Ditempatkan sebagai barang display

• Digunakan untuk operasional instansi

• Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan

• Diserahkan kepada pegawai yang menerima



Bagaimana mengidentifikasi Gratifikasi yang 
dianggap suap ?

Pertanyaa reaktif (pertanyaan pada diri sendiri)
• Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak

pemberi kepada kita?
• Apakah pemberi hadiah memiliki posisi atau kekuasaan yang 

setara?
• Apakah pemberi hadiah berkaitan dengan posisi kita?
• Bagaimana cara memberikannya ? (sembunyi atau

terangterangan) 
• Apakah pemberian tersebut memiliki nilai yang wajar?



Informasi tentang Gratifikasi

• www.kpk.go.id/gratifikasi

• https://gol.kpk.go.id

• Pelaporan.gratifikkasi@kpk.go.id

• Contak UPG Kanwil Kemenkumham Sulsel : 
(088247486111)

http://www.kpk.go.id/gratifikasi
https://gol.kpk.go.id/
mailto:Pelaporan.gratifikkasi@kpk.go.id



